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PUTUSAN 

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Lbj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxx, agama 

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

pendidikan SLTP, tempat kediaman di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai 

Barat, Nusa Tenggara Timur, No. Telp dan 

Domisili elektronik: xxxxxxxxx / xxxxxxxxx 

sebagai Penggugat; 

melawan 

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxx, agama 

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat 

kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara 

Timur, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 

April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada 

tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Lbj, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1.   Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, 

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, 

tertanggal  xxxxxxxxxxxxxx;  

2.   Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah kediaman bersama selama 14 tahun 4 bulan dan sudah di karuniai 

anak bernama : xxxxxxxxxxxxxx; 

3.   Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena :  

a) Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat sering melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam 

rumah tangga dengan cara di tekuk kaki oleh Tergugat berusaha 

mematahkan kaki Penggugat;  

b) Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

adalah karena Tergugat merasa capek dan kemudian memarahi Penggugat 

dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat tersebut; 

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat 

sering membentak memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, 

Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk 

merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;  

c) Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2023 terjadi pertengkaran 

Tergugat memukul anak Penggugat, Penggugat merasa tidak terima 

kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Pengguat kembali ke 

kampung halaman yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx ;  

4.   Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat 

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan 

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

5.   Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan 

biaya pemeliharaan Rp. 200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) oleh karenanya 

Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah ) per bulan sampai 

anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 

(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;  

6.   Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per 

bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka jika terjadi 

perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar 

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (du a ratus 

lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat 

mengambil Akta Cerai;  

7.   Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah 

iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim 

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan 

Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi 

tuntutan Penggugat;  

8.   Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima 

dan memeriksa perkara ini;  

9.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primer: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx ) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);  

3.   Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum 

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 

a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah);  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah);  

4.   Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk 

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi 

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;  

5.   Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang 

bernama : xxxxxxxxxxxxxx  dengan tetap memberikan hak akses kepada 

Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;  

6.   Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 

anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah 

Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui 

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 

(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 

7.   Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

 Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan 

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang 

pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah 

dipanggil secara sah; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 

untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad 

Jalaluddin, S.Ag., M.E) tanggal 12 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil; 

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mencabut petitum 

angka 5 dan angka 6; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan 

jawaban secara lisan maupun tulisan, sehingga gugatan penggugat dilanjutkan 

pemeriksaannya diluar hadirnya Tergugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : 

A. Surat 

1.   Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten 

Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxx 

Tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.1);  

2.   Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx 

(Penggugat), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.2); 

B. Saksi 

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten 

Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai 

berikut : 

◼ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

Keponaan Penggugat;  

◼ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri;  

◼ Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman 

bersama di desa xxxxxxxxxxxxxx;  

◼ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;  

◼ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan 

baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak 

harmonis karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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◼ Bahwa ya tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena masalah ekonomoti tidak stabil; 

◼ Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka malas 

bekerja;  

◼ Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 (satu) kali; 

◼ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 

sejak bulan April sampai sekarang; 

◼ Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

◼ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang 

lebih 2 (dua) bulan; 

◼ Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat 

tinggal di kediaman bersama di mbeliling; 

◼ Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi 

berkomunikasi;  

◼ Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi 

memberi nafkah untuk Penggugat; 

◼ Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil 

karena Penggugat tidak mau rukun lagi;  

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten 

Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai 

berikut : 

◼ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

Keponaan Penggugat;  

◼ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri;  

◼ Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman 

bersama di xxxxxxxxxxxxxx;  

◼ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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◼ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan 

baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak 

harmonis karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;  

◼ Bahwa ya tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena masalah ekonomoti tidak stabil; 

◼ Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka malas 

bekerja;  

◼ Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 (satu) kali; 

◼ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 

sejak bulan April sampai sekarang; 

◼ Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

◼ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang 

lebih 2 (dua) bulan; 

◼ Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat 

tinggal di kediaman bersama di mbeliling; 

◼ Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi 

berkomunikasi;  

◼ Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi 

memberi nafkah untuk Penggugat; 

Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil 

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya karena tidak hadir; 

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang 

pada prinsipnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan 

apapun lagi selain mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

Disclaimer
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan 

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam 

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian 

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, 

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut 

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan 

cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sejak bulan April sampai dengan sekarang karena Tergugat tidak mau 

mendengar nasihat Penggugat, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat 

meninggalkan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, 

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan 

Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil , maka 
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bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat 

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 

2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi 

yaitu: Yudi bin Samudin dan Vika Sarina binti Bali, keduanya telah memberikan 

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi 

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh 

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu 

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, 

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga 

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis 

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum 

yang disimpulkan sebagai berikut: 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun  dan harmonis dan 

telah memperoleh satu orang keturunan xxxxxxxxxxxxxx; 

− Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat Malas bekerja, dan sering 

memukul Penggugat; 

− Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal 

yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, dan tidak ada harapan untuk 
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kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan 

Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya 

sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri 

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, 

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk 

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan 

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud 

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun 

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi 

keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar 

Tergugat memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah  Rp. 250.000,-  dan 

Mutáh sejumlah Rp. 250.000,- kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat hanya 

bekerja sebagai buruh tani yang tidak mempunyai gaji tetap; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, 

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali 

bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz;  
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Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak oleh 

Tergugat, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat terhadap 

Penggugat adalah talak raj’i, selain itu bahwa Penggugat sebagaimana telah 

dipertimbangkan tidak nusyuz; 

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang 

berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW : 

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah 

binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai 

berikut: 

 والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة انما النفقة 

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang 

wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya” 

2. Dalil Syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 1178 : 

ي العدةإذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفق 
ة فى     

Artinya : Apabila suami mencerai isteri sesudah dukhul dengan talak raj ’i, 

maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah. 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat setelah diceraikan oleh 

Tergugat maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan 

dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak 

menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain , karena Tergugat 

sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang 

masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum 

Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak 

mendapatkan nafkah iddah; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan pasal 149 huruf (a)  Kompilasi  Hukum  

Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya; 

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang 

berkaitan dengan mut’ah sebagai berikut :  

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi : 

ى  على حقا بالمعروف متاع وللمطلقات  المتقي 
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Artinya :“Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara 

ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa” 

2. Pemberian mut’ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi 

kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan 

pendapat Syaikh Prof Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya Fiqh Al Islami 

wa ‘adilatuhu Juz  IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah): 

 .الفراق ألم عن ويعوضها نفسها، لتطيب...

Artnya : ...”Pemberian mut’ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk 

meringankan kepedihan akibat perceraian”; 

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, 

maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mutáh patut untuk 

dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberi nafkah iddah dan mutáh 

kepada Penggugat berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan rasa 

keadilan, tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Manggarai 

barat, dan juga memperhatikan penghasilan Tergugat rekonpensi yang bekerja 

sebagai buruh tanis, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar 

nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah 

rupiah) dan mutáh sejumlah  Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah 

rupiah); 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx); 

3. Menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah sejumlah Rp. 250.000,- 

dan Mut’ah sejumlah Rp. 250.000,-kepada Penggugat; 
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan 

Agama Labuan Bajo pada hari tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 30 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Muhammad Jalaluddin S.Ag, M.E 

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh 

Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat 

di luar hadirnya Tergugat. 

Hakim Tunggal, 

 

Ttd 

 

Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E 

Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

 

Kaharuddin, S.H.I 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 100.000,00 

-  Panggilan : Rp 200.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 370.000,00 

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
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